
BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR t TAHUN :i.o�,- 

TENT ANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 
2023-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KESATU hurufb dari Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan 
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten 
Landak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, maka perlu 
dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 
2023-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2023-2026. 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 
1945; 

2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang 
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 44 21 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 



6. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6178); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam 
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 



1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang DaerahRencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1 1 14 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

22. Keprnendagri 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan 
Inventarisasi Pernutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nornenklatur 
Perencanaan Pernbangunan Dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Barat 
Nornor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2018-2023 
(Lernbaran Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2021 Nomor 1) ;  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 
Nomor 1 1 ,  Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Landak Nornor 
10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nornor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak 
(Lernbaran Daerah Kabupaten LandakTahun 2016 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 



28. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10); 

29. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 772); 

30. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023- 
2026 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Landak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Landak. 

3. Bupati adalah Bupati Landak. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat 
daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. 

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun. 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
RENSTRA-PD adalah rencana strategis 4 (empat) tahunan Perangkat 
Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA-PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

yang 
yang 

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen 
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(inpurj, keluaran (outpurj, dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar. 

9. 



BAB II 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

(RENSTRA-PD) 

Pasal 2 

RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, 
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada 
RPD dan bersifat indikatif serta merupakan landasan dan pedoman bagi 
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 
Pembangunan selama 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2023 sampai dengan 
Tahun 2026. 

Pasal 3 

(1)  Sistematika RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 adalah 
sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BABII GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 

BAB III PERMASALAHAN DAN !SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

(2) Ketentuan mengenai sistematika RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 
2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan lebih lanjut RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 
dijabarkan ke dalam RENJA-PD. 

BAB III 

PENGENDALJAN, EVALUASI SERTA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 5 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA-PD Kabupaten Landak 
Tahun 2023-2026 dengan ketentuan bahwa Kepala Perangkat Daerah 
bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. 



Pasal 6 RENSTRA-PD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan yang tahapannya mutatis mutandis terhadap penyusunan RENSTRA-PD. 
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal ;o "'""'t .loJ-;. 

BUPAT A OAK, 

Diundangan di Ngabang Pada tanggal 3o "'"�� J-o.ll 

SEKREJ:AR1S DAERAH KABUPATEN LANDAK, 
VINS�S 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN lo;;. NOMOR G 


